PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
SEKRETARIAT DAERAH

JL LANTO DG. PASEWANG NO. 34 TELP. (0419) 21022 (KODE POS 92311)

H

LEMBAR DISPOSISI

MENGATUR TENTANG
_?e‘&OA TCNTNUG' _pew V‘SU‘AUGA“ QUMCA—MA ‘_

NOMOR : lo Torue  2ox
TANGGAL  : T 2\ U %20
PERTIMBANGAN / KOORDINASI:
KEUANGAN & oot PARAF
A
UNIT KERJA TERKAIT AG. HUKUM

4Mus AKBIRIN, SH

\/U60 i Pangkat : Pembina Tk.I/1V.b
Nip. NIP : 19680309 199203 1 007
o
; { 2
SEKRETARIS DAERAH 7 Pit. ASISYEN PEMERINTAHAN & KESRA

DR.Dr. H.M.SY RUDDIN NURDIN, M.Kes MUSTAKBIRIN, SH
Pangkat : Pembina Utama Madya Pangkat : Pembina Tk.INV.b

Nip  : 19624201 199703 1 00z / NIP  :19680309 199203 1 007

CATATAN BEAHABA/:QS'[;ISPOSISi INI DIKEMBALIKAN SETE% DITANDATANGANI BUPATI UNTUK DI NOMOR




TR e

Menimbang

Mengingat

L A ]
N

i -
Jddd

BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESISELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

D a.

NOMOR O TAHUN 2021

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

bahwa dalam rangka mewujudkan pelindungan
terhadap bahwa secara geogralfis, klimatologis, dan hidrologis
Kabupaten Jeneponto merupakan daerah rawan bencana,
baik yang disebabkan oleh alam, nonalam maupun faktor
manusia yang berpotensi menimbulkan korban jiwa,
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, kerugian
dalam bentuk lain yang tidak ternilai dan dampak
psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat
menghambat upaya pembangunan Daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dimana
penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah perlu
dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh,

terkoordinasi yang melibatkan semua potensi yang ada di
daerah;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan
Bencana.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 1I di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang  Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonecia Namar 4ADQ2A).
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Penanggulangan

Bencana (Lembaran Negara Kepublik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran ‘

Negara Repubhik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Repubhik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana
telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6397);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4988) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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17.

diubah beberapa kol terakhir

sebhapgmimana  telnh
dengnan Undang Undang Nomaor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerin (lembnran MNegara Repubhik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Repubhik Indonesia Nomar 657 3,

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang,
Penvelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, \
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \

4828);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Bantuan Bencana
Indonesia Tahun 2008

Negara Repubhk

Pendanaan dan
(Lembaran Negara Republik
Nomor 43, Tambahan Lembaran

Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing

Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4830);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang
Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-
2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 204);
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Dengan Perset ujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

Dan

BUPATI JENEPONTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia vang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan  pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah vang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah.

Bupati adalah Bupati Jeneponto.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
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18.

masvarakat vang disebabkan, bk  oleh faktor alam
dan/atau  foktor nonalam maupun  faktor manusia
schingpga mengakibatkan timbulnya korban Jlwa manusia,
kerusakan hngkungan, kerugian harta benda, dan dampak
psikologs.

Bencana Alam adalah bencana yang dinkibatkan  oleh
perisiwa atau serangkaian penistiwa yang disebabkan oleh
alam antara lain berupa gempa bum, tsunam:, gunung
meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah
langsor.

Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara
lain berupa gagal teknologi, gagal modermsasi, epidem,
dan wabah penvyakit.

Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan
oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok
atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah
serangkaian upaya yvang meliputi penetapan Kkebijakan
pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan
pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
untuk mengurangi atau menghilangkan risiko Bencana,
baik melalui pengurangan ancaman Bencana maupun
kerentanan pihak yang terancam Bencana.

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan vang
dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui
pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna
dan berdaya guna.

Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian
peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang
kemungkinan terjadinya Bencana pada suatu tempat oleh
lembaga yang berwenang.

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi
risiko Bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun
penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi
ancaman Bencana.

Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan
yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana
untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, vang
meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuast korban,
harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan,
pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan
prasarana dan sarana.

Korban adalah orang atau kelompok orang yang menderita
atau meninggal dunia akibat Bencana.,

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek

pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang

memadai pada wilayah pascaBencana dengan sasaran

e o e,
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utama untuk normalisas atau benalannya  se ara wajar
semua aspek pemenntahan dan kehidupan masyiarakat
pada wilavah pascabencana

Rekonstruks:  adalah pembangunan kembali  semua
prasarana  dan  sarana, kelembagann pada wilayvah
pascaBencana, baik pada tingkat pemenntahan maupun
masvyarakat dengan sasaran  utama tumbuh  dan
berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan
budaya, tegaknva hukum dan ketertiban, dan bangkitnya
peran serta masyvarakat dalam segala aspek kehidupan
bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologs,
biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budava,
politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilavah untuk jangka
waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah,
meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan
untuk menanggapi dampak buruk bahava tertentu.

Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan
kondisi masyarakat dan lingkungan hidup vang terkena bencana
dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan
sarana dengan melakukan upava rehabilitasi.

Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan rnisiko
bencana, baik melaluj peéngurangan ancaman bencana maupun
kerentanan pihak yang terancam bencana.

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat
bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu vang
dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnva
rasa aman, mengungsi, kerusakan atay kehilangan harta, dan
gangguan kegiatan masvarakat.

Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan
untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan vang
ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas
dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk
menanggulangi bencana.

Pengungsi adalah orang atau kelompok orang vang terpaksa
atau dipaksa ke luar dari tempat tinggalnva untuk Jangka waktu
yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

Setiap Orang adalah manusia secara perseorangan
Mmaupun secara kelompok dan/atau badan hukum.
Masyarakat adalah perseorangan,  kelompok orang
dan/atau badan hukum.

Korban bencana adalah orang atau sckelompok orang yang
menderita atay meninggal dunia akibat bencana.

Pengungsi  adalah orang atau kelompok orang yang
terpaksa  atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya

untuk jangka wakty yang belum pasti sebagai akibat
dampak buruk Bencana.

B —
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33.

34.

35.

Kelompok Rentan adalah bavi, anak usmia i bawah hma
tahun, anak anak, 1bu hamil atau menyusui, penvandang
cacat dan orang lanjut usia

Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang
selanjutnva  disingkat dengan BNPB, adalah  lembaga
pemerintah non-departemen sesuai dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya
disingkat BPBD, adalah Perangkat Daerah yang
menvelenggarakan fungsi dan tugas penanggulangan
Bencana di Daerah.

Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat
berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha mhk
daerah, koperasi, atau swasta yang didinkan sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang
bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada
dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-
Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili
Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional
lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain
di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAB I1
ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan:

a.
b.
e
d.
e.
f.

kemanusiaan;

keadilan;

kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;

ketertiban dan kepastian hukum;

kebersamaan;

kelestarian lingkungan hidup; dan

ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini berprinsip:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

8.

cepat dan tepat,

prioritas;

koordinasi dan keterpaduan;
berdaya guna dan berhasil guna,
transparansi dan akuntabilitas;
kemitraan;

pemberdayaan;

SRS sep—



h. nondisknmimatf, dan
i. nonproletis,

Pasal 4

Peraturan Daerah im bertujuan:

a. membenkan pelindungan kepada Masyvarakat dan
ancaman Bencana;

b. meminimalisasi Risiko Bencana;

c. menyelaraskan peraturan perundang-undangan vang
sudah ada;

d. menjamin terselenggaranya penanggulangan Bencana

secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan
menyeluruh;

e. meningkatkankemampuan Masyarakat dalam menghadapi
Bencana;

f. menghargai budaya lokal;
membangun partisipasi dan kemitraan publik serta
swasta,

h. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan,dan

kedermawanan; dan
i. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara.

BAB 111
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a. tanggung Jawab dan Wewenang;

b. hak dan Kewajiban Masyarakat;

¢. penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
d. pendanaan;

e. pengelolaan Bantuan Bencana;

f. peran Lembaga Usaha dan Lembaga Internasional;
g pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi;

h. laporan;

i. kerjasama,;

J.  data dan Informasi Bencana; dan

K. penyelesaian Sengketa dan Gugatan.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Tanggung Jawab
Pasal 6

(1)  Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan
pPenangpulanoan Rosaoa.. - N
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(2) Tanggung jawab scbagaimana dimaksud pada ayar (1),
secara tekms dilaksanakan oleh PR

(3) Dalam Penyelenggarann Penanggulangan Hencana, i
Perangkat Daerah lminnya wajib membenkan dukungan
teknis kepada BPBD sesuai fungsi, tugas, dan kebutuhan
Daerah.

-
-
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Pasal 7

(1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagmmana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi:

a. penjaminan pemenuhan hak masvarakat dan pengungsi vang
terkena bencana sesuai dengan standar pelavanan minimum,;

b. pelindungan masvarakat dari dampak bencana;

c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan
risiko bencana dengan program pembangunan; dan

d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam
anggaran pendapatan belanja daerah vang memadai.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan
tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah Daerah wajib meminta bantuan dan/atau
dukungan kepada  Pemerintah Provinsi dan/atau
pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua
Wewenang
Pasal 9

Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana meliputi:

a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilavahnva
selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;

b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan
unsur-unsur kebijjakan penanggulangan bencana;

c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan
bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;

d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai
sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnva,;

€. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan
sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada
wilayahnya; dan

f.  pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang
yang berskala provinsi, kabupaten.



BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Hagman Kesatu
Hak Masvarakat
Pasal 10

(1) Setiap Orang berhak:

a. mendapatkan pelindungan sosial dan  rasa  aman,
khususnya bagi Kelompok Rentan Bencana;

b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan
dalam Penvelenggaraan Penanggulangan Bencana,

c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau hsan
tentang kebijakan penanggulangan Bencana.

d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan
pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan
kesehatan termasuk dukungan psikososial;

e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap
kegiatan penanggulangan Bencana, khususnya vang
berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan

f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme
yang diatur dalam pelaksanaan penanggulangan
Bencana.

(2) Setiap Orang yang terkena Bencana berhak mendapatkan
bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

(3) Setiap Orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian
karena terkena Bencana yang disebabkan oleh kegagalan
konstruksi.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 11

Setiap Orang berkewajiban:

a. menjaga kehidupan sosial Masyarakat yang harmonis,
memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan
kelestarian fungsi lingkungan hidup;

b. melakukan kegiatan penanggulangan Bencana; dan

c. memberikan informasi yang benar kepada Masyarakat
tentang penanggulangan Bencana.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12

Penyelenggaraan  Penanggulangan Bencana dilaksanakan
berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:

a.  sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat;

b. kelestarian lingkungan hidup;

———



C.

d.

(1)

(1)

(2)
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kemantantan dan efektivitas; dan
hngkup luas wilayah.

Pasal 13

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana,

Pemerintah Daerah dapat:
a. menetapkan daerah rawan Bencana menjadi daerah

terlarang untuk permukiman; dan/atau

b. mengusulkan kepada pemerintah pencabutan atau
pengurangan sebagian atau seluruh hak kepemilikan
setiap Orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.
Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau
dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tahapan
Pasal 14

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3
(tiga) tahap meliputi:

a. prabencana,

b. saat tanggap darurat; dan

c. pascabencana.
Pelaksanaan  penyelenggaraan  penanggulangan bencana
dilakukan secara berjenjang mulai dari Kabupaten, Kecamatan,

dan Kelurahan/Desa.

Bagian Ketiga
Prabencana
Pasal 15

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap sebelum
terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
huruf a berupa kegiatan peringatan dini, pencegahan dan
kesiapsiagaan masyarakat serta aparat Pemerintah Daerah Kota
yang bertujuan untuk memperkecil timbulnya korban manusia,
kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap
prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf
a meliputi:

a. situasi tidak terjadi Bencana; dan

b. situasi terdapat potensi terjadinya Bencana.
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(1)

(2)

(4)

(6)

Paragraf 1
Situas Tidak Terjpoady Bencana
Pansal 16

Penvelenggaraan Penanggulangan Hencana dalim situas
tidak terpadi Bencana sebagmimiana dimaksud dalam Pasal
15 avat (2) huruf a mehputs:

a. perencanaan penanggulangan Bencana,

b. pengurangan Risiko Bencana;

c. Pencegahan;

d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan Daerah;
e. persyaratan analisis Risiko Bencana;

f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang,

g. pendidikan dan pelatihan; dan

h. persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana.
Dalam rangka mendukung Penvelenggaraan

Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi
Bencana sebagaimana dimaksud pada avat (1), dapat

dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang

kebencanaan.

Pasal 17

Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 avat (1) huruf a, merupakan

bagian dari perencanaan pembangunan Daerah.

Perencanaan  penanggulangan  Bencana  scbagaimana

dimaksud pada avat (1), disusun berdasarkan hasil

analisis Risiko dan upaya penanggulangan Bencana yang

dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan

Bencana dan rincian anggarannya.

Perencanaan penanggulangan bencana scbagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengenalan dan pengkajian ancaman Bencana;

b. pemahaman tentang kerentanan Masyarakat;

c. analisis kemungkinan dampak Bencana;

d. pilihan tindakan pengurangan Risiko Bencana;

e. penentuan mekanisme Kkesiapan dan penanggulangan
dampak Bencana; dan

f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya vang
tersedia.

Pf?nyusunun rencana  penanggulangan bencana  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan

peraturan yang berlaku yang dikoodinasikan olch BPBD.

!P_:((r;’(;l:nd ;,)t-nanp‘gulum‘;nn l)(:n(.tanm disusun untuk jangka waktu

$ a) tahun dan dievaluasi serta diperbarui secara berkala

schhap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila  terjadi

bencana,

:(':t( (]';;(:1:;:::l;;:i:”d‘(':’ln b(“n(‘:ll)zl S(’l):lg:lil.nnn{\ dimaksud pada

‘ gan Peraturan Bupati.




(1

(2

(2)

(4)

(1)

(2)

(3)
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Pengurangan  Rismiko  Bencana  sebaganmana dimaksud

dalam Pasal 16 avat (1) huruf b, merupankan kegiatan

untuk mengurang  ancaman  dan  kerentanan  sertia

menmngkatkan kemampuan Masyarakat dalam menghadap,

Bencana.

Pengurangan Risiko Bencana dilakukan melalui kegiantan

a. pengenalan dan pemantauan Risiko Bencana;

b. perencanaan partisipatif penanggulangan Bencana,

c. pengembangan budaya sadar Bencana;

d. peningkatan komitmen terhadap pelaku
penanggulangan Bencana; dan

e¢. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan
penanggulangan Bencana.

Pasal 19

Dalam rangka upaya pengurangan Risiko Bencana,
dilaksanakan penyusunan rencana aksi pengurangan
Risiko Bencana Daerah.

Rencana aksi Daerah pengurangan Risiko Bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara
menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi
unsur Pemerintah Daerah, nonpemerintah, Masvarakat,
dan Dunia Usaha yang dikoordinasikan oleh BPBD.
Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada avat
(1), ditetapkan oleh kepala BPBD setelah dikoordinasikan
dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
bidang perencanaan pembangunan Daerah dengan
mengacu pada rencana aksi nasional pengurangan Risiko
Bencana.

Rencana aksi Daerah pengurangan Risiko Bencana
ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat
ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 avat

(1)  huruf ¢, dilakukan untuk mengurangi  atau

menghilangkan Risiko Bencana.

Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dengan cara mengurang) ancaman Bencana dan

kerentanan pihak yang terancam Bencana.

Pencegahan  sebagaimana dimaksud  pada ayvat  (2)

dilakukan melalui kegiatan:

a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahava
atau ancaman Bencana

b. pemantauan terhadap:

1. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam;

)
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(<4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

2. penppunann teknolog tingg
c. pengawasan terthadap  pelaksanann tata ruang dan
pengelolaan hnpkungan hhdup, dan
d. penguatan ketahanan sosinl Masyarakat
Kematan Pencegahan sebagmmana dimaksud pada avat (3)
memjadit tanggung  jawab Pemenntah Daerah dan

Masvarakat,
Pasal 21

Pemaduan penanggulangan Bencana dalam perencanaan
pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah
melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pemaduan penanggulangan Bencana dalam perencanaan
pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan dengan cara memasukkan unsur-unsur
penanggulangan Bencana ke dalam rencana pembangunan

Daerah.
Pasal 22

Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, ditujukan
untuk mengetahui dan menilai tingkat Risiko dari suatu
kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan Bencana.
Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam
penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan,
penataan ruang serta pengambilan tindakan Pencegahan
dan Mitigast Bencana.

Pasal 23

Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko
tinggi menimbulkan Bencana, wajib dilengkapi dengan
analisis Risiko Bencana.

Analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada avat
(1), disusun berdasarkan persyaratan analisis Risiko
Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 avat (2),
melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi
atau kegiatan yang mempunyai Risiko tinggi menimbulkan
Bencana.

BPBD sesuai kewenangannya melakukan pemantauan dan
evaluasi terhadap pelaksanaan analisis Risiko Bencana.

Pasal 24

Pelaksanaan  dan penegakan  rencana  tata  ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f
b

T —




(2)

(2)

(3)
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dilnkukan  untuk  mengendabikan pemanfanstan ruang
sesu rencana tata ruang wilanyvah Daerah

Pengendahan pemanfantan runng sebogmmana dimak sud
pada avat (1), mencakup pemberlakuan peraturan yang
berkintan dengan penataan ruang, standar keselamatan,
dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnva

Pemenntah Daerah secara berkala melaksanakan
pemantauan dan evaluasi terhadap perencanann,
pelaksanaan  tata ruang, dan pemenuhan  standar
keselamatan.

Pasal 25

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk meningkatkan
kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan
Masyarakat dalam menghadapi Bencana.

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam
bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal vang
berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan

gladi.
BPBD dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatithan
penanggulangan Bencana sesuai kewenangannva

berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.

Paragraf 2
Situasi Terdapat Potensi Bencana
Pasal 26

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi
terdapat potensi terjadi Bencana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:

a.
Iy,

C.

(1)

(2)

kesiapsiagaan;
peringatan Dini; dan
mitigasi bencana.

Pasal 27

Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
huruf a, untuk memastikan terlaksananyva tindakan vang
cepat dan tepat pada saat terjadi Bencana.
Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
i ’ > =) Y < - |
;Jlakukan oleh seluruh Perangkat Daerah /lembaga vang
erwe a1 RO » 1Q ' ' "
' (m.mg, 'b.nk secara teknis maupun administratif, vang
dikoordinasikan oleh BPBD dalam bentuk:
a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan
kedaruratan Bencana;
b. pengorganisasian, pema

‘ sangan, dan pengujian sistem
peringatan dini;




(2)

(3)

(1)

(3)

(1)

(2)
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C. penvedinan dan penviapan barang pasokan pemenuhan
kebutuhan dasar,

d. pengorgamisasian, penvuluhan, pelatthan, dan  glads
tentang mekamsme tanggnp darurat,

¢, penviapan lokast evakuasy;

f. penvusunan data akurat, informasi, dan pemutakbiuran
prosedur tetap tanggap darurat Bencana, dan

g. penyvediaan dan penviapan bahan, barang. dan
peralatan untuk pemenuhan pemuhhan prasarana dan

sarana.

Pasal 28
Rencana penanggulangan kedaruratan Bencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a,
merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan
Bencana dalam keadaan darurat.
Rencana penanggulangan kedaruratan Bencana
sebagaimana dimaksud pada avat (1), disusun oleh BPBD
yang dikoordinasikan dengan BNPB.
Rencana penanggulangan kedaruratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilengkam
dengan penyusunan rencana kontinjensi.

Bencana

Pasal 29

Dalam rangka Kesiapsiagaan dalam penyediaan,

penyimpanan, serta penyaluran logistik dan peralatan ke

lokasi bencana, BPBD membangun sisterm manajemen

logistik dan peralatan.

Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk
mengoptimalkan logistik dan peralatan yang terdapat pada
Perangkat Daerah dalam jejaring kerja BPBD.

Ketentuan lebith lanjut mengenal sistemm manajemen
logistk dan peralatan sebagaimana dimaksud pada avat
(1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

Peringatan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
huruf b, dilakukan untuk mengambil tindakan cepat
dan tepat dalam rangka mengurangi Risiko terkena
Bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
Peringatan Dini sebagaimana  dimaksud pada avat (1)
dilakukan dengan cara: |
a. mengamati gejala Bencana;

b. menganalisa data hasil pengamatan;

€. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;

d. menyebarluaskan hasil keputusan,; dan

€. pengambilan tindakan oleh Masyarakat.




(3)

(4)

—
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<

(6)

(7)

(1)

(3)

(4)
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Pengamatan gejnla Bencana sebagsumana dimaksad  pada
avat () huruf a, dilakukan oleh Perangkat Daerah ter kot
dan Masvarakat sesum dengan jems ancaman bhencananya
untuk memperoleh data mengenm gejala Bencana yang
kemungkinan akan  terjadi,  dengan memperhatikan
kearifan lokal di Daerah.

Perangkat Daerah terkait sebagmmana dimaksud pada
avat (3), menvampaikan hasil anahsis kepada BPHBD sesum
dengan lokasi dan tingkat bencana, sehagal dasar dalam
mengambil  keputusan  dan menentukan  tindakan
Peringatan Dini.

Dalam hal Peringatan Dini ditentukan, pada saat itu juga
keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wanb
disebarluaskan melalui seluruh sarana informasi pubhk
baik yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun swasta
dalam rangka mengerahkan sumber daya.

Pengerahan sumber dava sebagaimana dimaksud pml:x
ayat (5) diperlakukan sama dengan mekanisme
pengerahan sumber daya pada saat tanggap darurat.

BPBD mengkoordinir tindakan yang diambil  oleh
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e,
untuk menyelamatkan dan melindungi Masyarakat.

Pasal 31

Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

huruf ¢, dilakukan untuk mengurangi Risiko dan dampak

yang diakibatkan oleh Bencana terhadap Masyarakat yang

i)erada pada kawasan rawan Bencana.

Kegiatan Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui:

a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang
berdasarkan pada analisis Risiko Bencana;

b. pengaturan pembangunan, pembangunan
infrastruktur, dan tata bangunan; dan

¢. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan
penyuluhan, bailk secara konvensional maupun
modern,

Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur,

dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada avat (2)

huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis

bangunan sesuai  ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Penyelenggaraan pendidikan, pelatthan, dan penvuluhan

sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf c, wanb

menerapkan aturan standar teknis pendidikan, pelatthan,

dan penyuluhan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan,

g
i
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i
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Bagan Keempat
Saat Tanggap Darurat
Pasal 32

(1) Pemenntah Daerah melaksanakan penvelengyaraan
penanggulangan bencana secara langsung pada saat keadaan
darurat dengan memanfaatkan semua potensi daerah

(2) Penvelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap
tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf b, meliputi:

a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokas,
kerusakan, kerugian, dan sumber dava;

b. penentuan status keadaan darurat Bencana;

c. penyelamatan dan evakuasi Masyarakat terkena
Bencana;

d. pemenuhan kebutuhan dasar;

e. pelindungan terhadap Kelompok Rentan; dan

f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

(3) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat
tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikendalikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan
kewenangannya.

Pasal 33

(1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 avat (2) huruf a, dilakukan untuk
menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam
penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat.

(2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh tim kaji cepat berdasarkan
penugasan dari Kepala BPBD.

(3) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasi terhadap:

a. cakupan lokasi Bencana;

b. jumlah Korban Bencana;

c. kerusakan prasarana dansarana;

d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum  serta
pemerintahan; dan

e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 34

(1) Penentuan status keadaan darurat Bencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b,
dilaksanakan oleh Bupati setelah mendapatkan kajian
dan pertimbangan dari Kepala BPBD, ‘

(2) P'cn(-ntunn status keadaan darurat Bencana sehagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
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Penentuan status keadaan darurat Hencana sebingaimana
dimaksud pada avat (1), berdasarkan  indikntor vang
mehpun

a. jumlah Korban,

b. keruman harta benda:

¢. kerusakan prasarana dan sarana,

d. cakupan luas wilavah vang terkena Bencana, dan

c. dampak sosial ekonomi yvang ditimbulkan

Pasal 35

Pada saat status keadaan darurat Bencana ditetapkan,
BPBD mempunyvai kemudahan akses dalam hal

a. pengerahan sumber dava manusia;

b. pengerahan peralatan;

c. pengerahan logistik;

d. imigrasi, cukai, dan karantina;

€. perizinan;

f. pengadaan barang dan/atau jasa; 4

£. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau

barang;
h. penyelamatan dan evakuasi; dan
1. komando untuk memerintahkan Perangkat

Daerah /lembaga terkait.
Ketentuan Iebith  lanjut mengenai kemudahan akses
sebagaimana dimaksud pada avat (1), diatur dalam

Peraturan Bupati,
Pasal 36

Penyelamatan dan evakuasi Masyarakat terkena bencana
sd:éguixnnna dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c,
dilakukan melalui  usaha dan kegiatan pencaran,
pertolongan, dan penyelamatan Masyarakat sebagai
Korban.

Pencarian, pertolongan dan penyelamatan  Masvarakat
terkena Bencana sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilaksanakan oleh tm reaksi cepat dengan mehbatkan
unsur Masyarakat di bawah komando komandan
penanganan darurat Bencana, sesuai dengan lokast dan
tingkatan Bencananya.

Dalam hal terjadi eskalasi ben ‘ana, BPBD dapat meminta
dukungan BNPB untuk melakukan penyvelamatan  dan
evakuasi  Masyarakat terkena  Bencana sehagammana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pertolongan darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diprioritaskan pada Masvarakat terkena Bencana
yYang mengalami luka parah dan Kelompok Rentan.
Terhadap Masyarakat terkena Bencana yang meninggal
dunia dilakukan upayaidentifikasi dan pemakamannya,.
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Pasal 37

) P >

(1) Pemenuhan kebutuhan  dasar sebhmpmmannn . dimaksud
dalam  Pasal 32 ayat (2) huruf d, mehputn bantuan
penvediaan:

T RS S

a. kebutuhan air bersih dan sanitas;
b. pangan;

¢. sandang;

d. pelayanan kesehatan;

¢. pelavanan psikososial, dan

f. penampungan serta tempat human.

(2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud
pada avat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah,
masyarakat, Lembaga Usaha dan/atau Lembaga
Internasional sesuai dengan standar minimum sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

(1) Pelindungan terhadap Kelompok Rentan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 avat (2) huruf e, dilakukan
dengan memberikan prioritas kepada Korban yang
mengalami luka parah dan Kelompok Rentan, berupa
penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelavanan
kesehatan, dan psikososial.

(2) Upaya pelindungan terhadap Kelompok Rentan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala
BPBD dengan pola pendampingan /fasilitasi.

Pasal 39

(1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf f,
bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital
dengan segera, agar Kehidupan masyarakat tetap
berlangsung.

(2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala
BPBD sesuail dengan kewenangannya.

Bagian Kelima
Pascabencana
Pasal 40

Penyelenggaraan  Penanggulangan  Bencana pada tahap
pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c,
meliputi:

a. rehabilitasi; dan

b. rekonstruksi,




(1)

(2)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

l')

Paragrraf
Rehabilitis
Pasal 41

Rehabilhitas schagammana  dimaksud  dalim Pasal 40
huruf a, merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah
Rehabibtasi pada wilavah  pascaBencana  sebagaimana
dimaksud pada avat (1), dilakukan melaln kegmatan

a. perbaikan lingkungan daerah Bencana:

b. perbaikan prasarana dan sarana umum:

pemberian bantuan perbaikan rumah Masvarakat,
pemulihan sosial psikologs;

pelavanan kesehatan;

rekonsiliasi dan resolusi konflik;

pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya,

pemulihan keamanan dan ketertiban;

1. pemulihan fungsi pemerintahan; dan

J. pemulihan fungsi pelavanan publik.

Dalam rangka mempercepat pemulihan kehidupan
masyarakat pascabencana, Pemernintah Daerah
menetapkan  prioritas dan  kegiatan  Rehabilitas:
sebagaimana dimaksud pada avat (2).

Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat
Bencana serta memperhatikan aspirasi Masyarakat.
Pemerintah Daerah menyusun rencana Rehabilitasi yang
didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan

TR S0 a0

memperhatikan:
a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;

b. kondisi sosial;
c. adat 1stiadat;
d. budaya; dan
e. ekonomi.

Pasal 42

Dalam melaksanakan Rehabilitasi, Pemerintah Daerah
ajib menggunakan dana penanggulangan Bencana dari

anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Dalam hal anggaran pendapatan dan belanja Daerah tidak

memadal  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana kepada
Pemerintah  Provinsi  dan/atau  pemerintah  untuk
melaksanakan kegiatan rehabilitasi.

Dalam hal Pemerintah Daerah meminta bantuan dana

rehabilitasi kepada pemerintah, permintaan tersebut harus
melalui Pemerintah Provinsi,

Selain permintaan dana scbagaimana dimaksud pada ayat
(2), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada




(1)

(3)

(4)

(7)

-22 -

den . P
Pemenntah Provins: dan/atau pemenntah berupa
a. tenaga ahhg

b. peralatan; dan

C. pembangunan prasarana.
Pasal 43

Perbaikan lingkungan daerah Bencana sebagmmana

dimaksud dalam Pasal 41 avat (2) huruf a, merupakan

kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi
persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budava serta
ekosistem suatu kawasan.

Kegiatan perbaikan fisik lingkungan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), mencakup lingkungan kawasan

permukiman, kawasan industri, kawasan usaha, dan
kawasan bangunan gedung. |

Perbaikan lingkungan daerah Bencana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan perencarjazm

teknis dengan memperhatikan masukan mengenai Jf’nls
kegiatan dari pemangku kepentingan terkait dan aspirasi

Masyarakat.

Pcrén(‘ana:m teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknjs

yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingm
diwujudkan.

Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan

desain dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya,
ekonomi, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan.

Perencanaan teknis perbaikan lingkungan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), paling sedikit memuat:

a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi,
prasarana, dan sarana sebelum terjadi bencana;

b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data Korban,
jumlah dan tingkat kerusakan Bencana, dan perkiraan
kerugian;

¢. potensi sumber daya yang ada di daerah Bencana,

d. peta tematik yang memuat aspek sebagaimana
dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c;

e¢. rencana program dan kegiatan;

f. gambar desain;

£. rencana anggaran,

h. jadwal kegiatan; dan

i. pedoman Rehabilitasi.

Kegiatan perbaikan Iingkungan wilavah Bencana

sebagaimana dimaksud pada avat (1), dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah/lembaga terkait bersama Masyarakat

yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.
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Pasal 44

Perbaukan  prasarana  dan sarana umum  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 41 avat (2) buruf b, merupakan

kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum untuk

memenuht kebutuhan transportas), kelancaran kegintan

ckonomi, dan kehidupan sosial budaya Masyarakat

Perbaikan prasarana dan sarana umum secbagmmana

dimaksud pada avat (1), harus didasarkan pada

perencanaan teknis dengan memperhatitkan masukan

mengenai  jenis kegiatan dari pemangku kepentingan

terkait dan aspirasi masvarakat.

Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum

sebagaimana dimaksud pada avat (1) mencakup:

a. perbaikan infrastuktur; dan

b. fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada avat (2),

merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis

yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin

diwujudkan.

Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), disusun secara optimal melalui survei, investigasi,

dan desain dengan memperhatikan kondisi lingkungan,

sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat, dan standar

konstruksi bangunan.

Penyusunan dokumen rencana teknis sebagaimana

dimaksud pada avat (5), paling sedikit memenuhi:

a. persyaratan keselamatan;

b. persyaratan sistem sanitasi;

C. persyaratan penggunaan bahan bangunan; dan

d. persyaratan standar teknis konstruksi Jalan, jembatan,
bangunan gedung dan bangunan air.

Pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara

gotong royong, dengan bimbingan dan bantuan teknis dari

Pemerintah Daerah.

Pasal 45

Pemberian  bantuan perbaikan  rumah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf ¢,
merupakan bantuan pemerintah sebagai stimulan untuk
membantu  Masyarakat memperbaiki

_ rumahnva  yang
mengalami kerusakan akibat Bencana untuk dapat dihum
kembali,

Masyvarakat

Bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud pada avat (1),

dapat berupa bahan material, komponen rumah atau
uan sarny '
[ yang  besarnya ditetapkan berdasarkan  hasil




(3) Bantuan pemenntah untuk perbak

(4)

(5)

(1)

(3)

(1)

(2)

(3)

an rumah Masyarakat
sebagmmana dimaksud pada ayat (2), dibernikan dengan

pola pemberdavann Masvarakat dengan memperhatikan
karakter dan  budaya Masvarakat di Daerah, vyang
mekamsme pelaksanaannya ditetapkan melalur koordinasi
BPBD.

Perbatkan  rumah  Masvarakat  sebagmmana  dimaksud
pada ayat (3), mengikuti standar teknis sesum peraturan
perundang-undangan.

Pelaksanaan pemberian bantuan perbaitkan rumah
Masyarakat dilakukan melalui bimbingan tekms dan
bantuan teknis oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 46

Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 ayat (2) huruf d, ditujukan untuk membantu
Masyarakat yang terkena dampak Bencana, mem.uhhk:m
kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada
keadaan normal seperti kondisi sebelum Bencana.

Kegiatan membantu masyarakat terkena dampak Bencana
sebagaimana dimaksud pada avat (1), dilakukan melalu
upaya pelayanan sosial psikologis berupa:

a. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;

b. pendampingan pemulihan trauma; dan

¢. pelatihan pemulihan kondisit psikologis.

Pelayanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada
aymk (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait
secara terkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 47

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

41 ayat (2) huruf e, ditujukan untuk membantu

Masyarakat yang terkena dampak Bencana dalam rangka

memulihkan kondisi kesehatan Masyarakat.

Kegiatan pemulihan kondisi kesehatan Masyarakat terkena

dampak Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui upaya:

4. membantu perawatan korban Bencana vang sakit dan
mengalami luka;

b. membantu perawatan korban Bencana yang meninggal;

¢. menyediakan obat-obatan;

d. menyediakan peralatan kesehatan;

¢. menyediakan tenaga medis dan paramedis;, dan

f. merujuk ke rumah sakit terdekat.

Upaya  pemulihan kondisi

sebagaimana  dimaksud

melalui pusat/pos
oleh Perangk

kesehatan Masyarakat
pada ayat (2), dilaksanakan
layvanan kesehatan vang ditetapkan
at Daerah terkait dalam koordinasi BPBD.
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(4) Pelaksanann kegintan pemubihan kondisi Kesehatan
Masvarakat  sebagmmana  dimaksud pada  avat  (3),

i
¢
{
£
t
¢
i
£

dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan
darurat sesum peraturan perundang undangan

Pasal 48

(1) Rekonsiliasi dan resolus:t konflik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 avat (2) huruf f, dituyjukan membantu
Masyarakat di wilavah rawan Bencana dan rawan konfhk
sosial di Daerah, untuk menurunkan eskalasi konflk
sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial
kehidupan Masvarakat.

(2) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dilakukan melalur upava-upava
mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh masvarakat,
tokoh adat, dan/atau tokoh agama, dengan tetap
memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budava
masyarakat di Daerah dan menjunjung rasa keadilan.

(3) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik
sebagaimana dimaksud pada avat (2), dilakukan oleh
Perangkat Daerah terkait yang berkoordinasi dengan
BPBD.

Pasal 49

(1) Pemulihan sosial ekonomi budayva sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 ayat (2) huruf g, dituyjukan untuk
membantu Masyarakat terkena dampak Bencana dalam
rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonoma,
dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi Bencana.

(2) Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budava
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan
membantu Masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan
kembali kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui:

a. layanan advokasi dan konseling;
b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
c. pelatihan.

(3) Pelaksanaan Kkegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan
budaya sebagaimana dimaksud pada avat (2) dilakukan
oleh  Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dengan
BFBD.

lasal 50

Dea '

(1) Pemulihan  keamanan  dan  ketertiban sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf h, dituyjukan
membantu  Masyarakat  dalam memulihkan  kondisi

keamanan dan ketertiban Masyarakat terkena dampak

Bencana agar kembali seperti. kondisi

sebelum terjadi
Bencana.
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(3)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
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Kegmatan pemubhan keamanan dan ketertiban dilankukan
melaluy upava

oomengaktitkan kembalt fungsi sistem keamanan dan
Ketertiban dalam Masvarakat.

b. menmgkatkan peranserta Masyarakat dalam  kegiatan
pengamanan dan ketertiban, dan

¢. koordimasi dengan imstans:/lembaga vang berwenang o
bidang hukum, keamanan, dan ketertiban

Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban

schagimimana  dimaksud pada avat (2) dilakukan  oleh

Perangkat Daerah terkait berkoordinas) dengan BPBD

Pasal 51

Pemulihan fungsi pemenntahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 avat (2) huruf i, ditujukan untuk
memulihkan fungsi pemerintahan kembal seperti kondisi

sebelum terjadi Bencana.

Kegiatan pemulihan fungsi  pemerintahan dilakukan

melalui upava:

a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas
tugas pemerintahan secepatnva;

b. penyvelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen
negara dan pemerintahan;

c¢. konsohdasi para petugas pemerintahan;

d. pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung
tugas- tugas pemerintahan; dan

c¢. pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada
Perangkat Daerah.

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), dilakukan oleh Bupati yang dilaksanakan secara teknis

oleh Perangkat Daerah terkait dengan dukungan BPBD.

Pasal 52

Pemulihan  fungsi  pelavanan publik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf j, ditiyukan untuk

memulihkan kembal fungsi pelayanan kepada Masyarakat

pada kondisi seperti sebelum terjadi bencana. -

Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upava-upaya:

a. rehabilitasi dan  pemulihan fungsi  prasarana  dan
sarana pelayanan publik;

b. mengaktifkan kembali fungsi pelavanan pubhk pada
Perangkat Daerah terkait; dan

€. pengaturan kembali fungsi pelavanan pubhk.

Pt}hlkﬁ:lﬂﬂﬂl) kegiatan  pemulihan fungsi  pelavanan

pluhhk svl)ugmmunu (h.muksud pada avat (2), dilakukan

;),(t;}:‘n:,::"t”;t)‘m,:,:‘;,‘:{, .(hliukxunnk:m secara  teknis  oleh

4 : ah terkait dengan dukungan BpPBD.

e —




(2)

(3)

(2)

(3)

Pasal 53

Rekonstruks  sebagmimana  dimaksud  dalam  Pasal 40

huruf b, merupakan tangeung jawab Pemenntah Diaerah

Rekonstruksi  sebagaimana  dimaksud  pada avat (1),

dilakukan melalur kegiatan

a. pembangunan kembalh prasarana dan sarana,

b. pembangunan kembalh sarana sosial Masvarakat,

c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya
Masyarakat;

d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan
peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana,

e. partisipasi dan peran serta lembaga dan orgamsasi
kemasyarakatan, dunia usaha dan Masvarakat,

f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budava,

g. peningkatan fungsi pelavanan publik; atau

h. peningkatan pelavanan utama dalam Masvarakat. |

Dalam rangka mempercepat pembangunan kembah

semua prasarana dan sarana serta kelembagaan

pascaBencana, Pemerintah Daerah menetapkan

prioritas dari kegiatan Rekonstruksi sebagaimana

dimaksud pada avat (2).

Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat

bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4).

Pemerintah Daerah menyusun rencana Rekonstruksi vang

merupakan satu kesatuan dengan rencana Rehabilitasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5).

Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana

Rekonstrukst sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus

memperhatikan:

a. rencana tata ruang;

b. pengaturan mengenal standar konstruksi bangunan;

¢. kondisi sosial;

d. adat istiadat;

e. budaya lokal; dan

f. ekonomi.

Pasal 54

Dalam melaksanakan Rekonstruksi, Pemerintah Daerah
wajib menggunakan dana penanggulangan Bencana dan
anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Dalam hal anggaran pendapatan dan belanja Daerah tidak
memadai, Pemerintah Daerah dapat
dana  kepada Pemerintah Provinsi

dan/atau  pemerintah  untuk
Rekonstruks:.

Dalam hal Pemermtah

(I !‘ £ 1 » » o 1
;’ konstruksi ke pada  pe merintah, permintaan tersebut
rarus melalur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

meminta bantuan
Sulawesi  Selatan
melaksanakan  kegiatan

Daerah meminta bantuan dana

T A N st e

|
|
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(%) Selan permintaan dana sebagmmana dimaksud pada ayat
(2), Pemenntah Daerah dapat menunta bantuan kepada

Pemenntah Provinsi Sulawesa Selatan dan/atau
pemenntah berupa:

a. tenaga ahl;
b. peralatan; dan
c. pembangunan prasarana.

Pasal 55

(1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagmmana
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a, merupakan
kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dng sarana
untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial,
dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang
wilayah Daerah. ‘

(2) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan perencanaan
teknis dengan memperhatikan masukan dari pemangku
kepentingan terkait dan aspirasi Masyarakat.

(3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
merupakan kegiatan penyusunan dokumen ren'cana
teknis yang berisikan gambar-gambar rencana kegiatan
yang ingin diwujudkan.

(4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada aygt
(3), harus disusun secara optimal melalul survei,
investigasi, pembuatan desain dengan memperhatikan
kondisi sosial, ekonomi, budaya lokal, adat istiadat, dan
standar konstruksi bangunan dan memperhatikan kondisi
alam.

(5) Perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan
sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bensikan:

a. rumusan strategi dan kebijaksanaan operasional,

b. rencana rinci pembangunan kembali prasarana dan
sarana sesuail dengan rencana induk;

c. rencana kerja dan anggaran;

d. dokumen pelaksanaan;

e. dokumen kerja sama dengan pihak lain;

f. dokumen pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan
perundang-undangan;

g. ketentuan pelaksanaan pembangunan kembali vang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain vang
terkait; dan

h. ketentuan penggunan dana pembangunan kembali
prasarana dan sarana dengan menjunjung  tinggi
integritas dan bebas serta dapat

dipertanggungjawabkan.

(6)

PN 1
Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah terkait sesuai dengan tingkatan Bencana.




(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(7)

(1)
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Pasal 56

98
Pembangunan kembali saArana sos10l Muosvarakat

schagmmana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b,

merupakan kegiatan pembangunan baru fasihtas sOos1nl

dan  fasihitas umum untuk memenuht  kebutuhan
aktivitas sosial dan kemasyarakatan.

Kegiatan pembangunan kembali sarana sosial Masyarakat

sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus berdasarkan

perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dan
pemangku kepentingan terkait dan aspirasit M asyvarakat.

Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada avat (2),

merupakan kegiatan penvusunan dokumen rencana

teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan
pembangunan yang ingin diwujudkan.

Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada avat

(3), harus disusun secara optimal melalui survel,

investigasi, pembuatan gambar desain dengan

memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budava, adat
istiadat, dan standar teknis bangunan.

Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada avat (2)

paling sedikit harus memenuhi ketentuan teknis

mengenai:

a. standar teknik konstruksi bangunan;

b. penetapan kawasan; dan

c. arahan pemanfaatan ruang.

Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

meliputi:

4. rencana rinci  pembangunan sarana pendidikan,
kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, panti jompo,
dan balai desa;

b. dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

c. rencana kerja,

d. dokumen kerja sama dengan pihak lain,

e. dokumen pengadaan barang dan/atau jasa sesua
dengan ketentuan peraturan perundangan; dan

f. ketentuan pelaksanaan yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah dan pithak yang terkait.

Pembangunan kembali  sarana  sosial Masvarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tingkatan

Bencana.

Pasal 57

Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya
Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 a\'—at
(2) buruf c, ditujukan untuk menata kembali kchidu;;an
dun' mengembangkan pola kehidupan ke arah kondisi
kehidupan sosial budaya Masyarakat yang lebih baik. ‘

e
z
{
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|
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(2)

(3)

(1)

(2)

(1)
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Upava  menmta kembah kehidupan  sosial budaya

masyaraknt sehagmmana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara

a. menghilangkan rasa traumatk Masyarakat terhadap
bencana,

b. mempersiapkan Masvarakat melalus kegatian
kampanye sadar Bencana dan peduli Bencana,

¢. penyesuaian kehidupan sosial budava Masvarakat
dengan hingkungan rawan Rencana. dan

d. mendorong partisipast Masyarakat dalam kegiatan
pengurangan Risiko Bencana
Pelaksanaan kegiatan pembangkitan kembah kehidupan

sosial budava masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkant
berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 58

Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan
peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana sebagamana
dimaksud dalam Pasal 53 avat (2) huruf d ditujukan

untuk:

a. meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana
dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan
Bencana; dan

b. mengurangi kemungkinan kerusakan vang lebih parah
akibat Bencana.

Upaya penerapan rancang bangun vyang tepat dan

penggunaan peralatan vang lebih baik dan tahan Bencana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan
cara:

a. mengembangkanrancang bangun hasil penehtian dan

pengembangan;

menyesualkan dengan tata ruang,

memperhatikan kondisi dan kerusakan wilayah Daerah;

memperhatikan kearifan lokal; dan

?anco

menyesualkanterhadap tingkat kerawanan Bencana di
Daerah.

Pelaksanaan kegiatan penerapan rancang bangun vang
tepat  dan penggunaan peralatan yang lebih bak dan
tahan Jlama sebagaimana dimaksud pada avat (2),

dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait berkoordimasi
dengan BNPB dan BPBD.

Pasal 59

> " .
Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi
k«-mnuyurukmun, duma usaha dan Masvarakat
:whnmmnmm dimaksud dalam Pasal 53 avat (2) hurufe
e ; :
rtujuan untuk  meningkatkan partisipasit  dalam
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rangka membanty penataan daerah rawan Hencana ke
arah lebith bk dan

rasn kepeduhan daerah rawan
Bencana,

(2) Penataan daerah rawan Bencana sebagmmana dimaksud
pada avat (1) dilakukan melalui upaya
a. melakukan kampanve peduli Bencana,

b. mendorong tumbuhnyva rasa pedul dan setia kawan
pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan dunia
usaha; dan

c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan
kegiatan persiapan menghadapi Bencana.

(3) Pelaksanaan partisipasi dan peran serta lembaga dan
organisasi  kemasyarakatan, Lembaga Usaha, dan
Masvarakat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait
berkoordinasi dengan BNPB dan BPBD.

Pasal 60

(1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan bud;:y?
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) hurut f,
ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan vang
lebih baik. | -
(2) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan buc ayg
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalu
upaya: |
a. pembinaan kemampuan keterampilan Masyarakat yang
terkena Bencana;

b. pemberdayaan kelompok usaha bersama dapat
berbentuk bantuan dan/atau barang; dan

¢. mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.

(3) Pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan
budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan
oleh Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dengan BNPB
dan BPBD.

Pasal 61

(1) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf g, ditujukan
untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan
publik kepada Masyarakat untuk mendorong kehidupan
Masyarakat pascaBencana ke arah yang lebih baik.

(2) Penataan dan peningkatan fungsi pelavanan pubhk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui
upavya:

a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi
pelayanan publik; dan

b. pengembangan mekanisme  dan sistem  pelayanan
publik yang lebih efektif dan efisien.




(3)

(3)

des ’ g .
Pelaksanaan fungsi  pelayvanan pubhik  sebagmmana

dimaksud pada avat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah
terkant.

’asal 62

Peningkatan pelayanan utama  dalam Masvarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf h,
dilakukan  dengan tujuan membantu  peningkatan
pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima.

Dalam rangka membantu peningkatan pelayanan utama
dalam Masyarakat sebagaimana dimaksud pada avat (1),
dilakukan fnelalui upaya mengembangkan pola pelayanan
Masyarakat yang efektif dan efisien.

Pelaksanaan peningkatan pelayvananan utama dalam
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB VII
PENDANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 63

Pendanaan dan pengelolaan bantuan Bencana ditujukan
untuk mendukung upaya Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana secara berdayaguna, berhasilguna, dan dapat
dipertanggungjawabkan.

(1)

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan
Pasal 64

Dana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;

¢. masyarakat; dan/atau

d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam
anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b secara memadai.

Anggaran  sebagaimana dimaksud  pada avat  (2),
dialokasikan untuk program/kegiatan dan dana siap pakai

pada  setiap tahap Penyelenggaraan Penanggulzmgan
Bencana.
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Pasal 65

(1) Pemerintah Dae

l‘l)‘ me “\’(’l‘lkl T LR NY 8|0
3 in (h na 2
) ') ,)“k‘ll d“llll‘l

any nnn;z,p,ulnngun Bencana yang bersumber dan
, BBaran  pendapatan  dan belanja Daerah  yang
o tempatkan dalam anggaran BPBD
2) Dang: y - : '
) h.md S1ap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
arus selalu tersedia untuk kegmatan pada saat Tanggap
Darurat Bencana.
(3) Penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terbatas pada pemenuhan kebutuhan keadaan
darurat bencana.

Pasal 66

(1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi Masyarakat
dalam mendukung penyediaan dana Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana.

(2) Dalam mendorong partisipasi Masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:

a. fasilitasi Masyarakat yang akan memberikan bantuan
dana penanggulangan Bencana;

b. fasilitasi Masyarakat yang akan melakukan
pengumpulan dana penanggulangan Bencana; dan
c. meningkatkan kepedulian Masyarakat untuk

berpartisipasi dalam penyediaan dana.

(3) Dana yang bersumber dari Masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam anggaran
pendapatan dan belanja Daerah.

(4) Pemerintah Daerah hanya dapat menerima dana yang
bersumber dari Masyarakat dalam negeri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi dan
pencatatan dana yang bersumber dari Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur
dalam Peraturan Bupati.

Pasal 67

(1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan Bencana, wajib
mendapat izin dari Perangkat Daerah terkait.

(2) Setiap izin yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), salinannya disampaikan kepada BPBD.

(3) Tata cara perizinan pengumpulan dana penanggulangan
Bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,




Bagan Ketiga
Penggunaan Dana
Pasal 68

(1) Penggunaan dana penanggulangan Rencana dilaksanakan
olch Pemenntah Daerah dan/atau BPRD scsum dengan
tugas pokok dan fungsinva.

{2) Dana penanggulangan  Bencana digunakan
dengan tahap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

ET————

HeSUn

Pasal 69

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan
Bencana yang bersumber dari APBD pada tahap prabencana,
saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana yvang
dilakukan sesuail ketentuan peraturan penmdang-undnngsm‘

BAB VIII
PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 70
(1) Pemerintah Daerah menyediakan dan membernkan
bantuan Bencana kepada Korban Bencana.
(2) Kegiatan pengelolaan bantuan Bencana
dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. perencanaan;
b. penggunaan;
c¢. pemeliharaan,
d. pemantauan; dan
e. pengevaluasian.
(3) Bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada avat (1)

sebagaimana

terdin dar:
a. santunan duka cita;
b. santunan kecacatan;
c¢. pmjaman lunak untuk usaha produkuf bagi Korban
Bencana yang kehilangan mata pencaharian; dan
d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan Bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam
Peraturan Bupati.

Jasal 71

Masyaraki: sI “ '
: varakat dapat  berpartisipasi menvediakan  dan  memberikan
antuan bencana kepada korban dan penvintas bencana




Pasal 72

Tata car: ‘nge

;‘ B ara - pengelolaan  penggunaan  bantuan  darurat  bencana
abenk > { {

enkan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan, situast, dan
kondisi kedamratan,

—————— T S A

Pasal 73

{
i
{
|
|

(1) Setiap bantuan bencana disesuaikan dengan kebutuhan dan
kondisi masvarakat yang menjadi korban bencana.

(2) Bantuan bencana kepada masvarakat korban harus
didistribusikan secara berkeadilan dan tepat wakhr.

(3) Setiap pendistribusian bantuan harus memperhatikan :
a. kelayakan bantuan; dan
b. kebutuhan khusus korban bencana.

(4) Untuk menjamin kelayakan bantuan sebagaimana dimaksud
pada avat (3) huruf a, BPBD atau lembaga penvalur bantuan
melakukan pemeriksaan kelayakan bantuan.

Pasal 74

Setelah pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalfxm
Pasal 37 avat (1) bagi korban bencana telah tercukupi, pemberan
bantuan berikutnya diserahkan kepada komunitas masyarakat
setempat untuk dikelola dalam rangka kegotongroyongan dan
pemulihan kemandirian korban untuk berkarva kembali

BAB IX
PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL
Bagian Kesatu
Lembaga Usaha
Pasal 75

(1) Lembaga Usaha mendapatkan kesempatan berperan serta
dalam seluruh tahap Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana, baik secara sendiri maupun secara bersama
dengan pihak lain.

(2) Lembaga Usaha menyesuaikan Kkegiatannya dengan
kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

(3) Lembaga Usaha berkewajiban menyampaikan
kepada Pemerintah  Daerah  melalui  BPBD
menginformasikannya kepada Masyarakat
transparan.

(4) Lembaga Usaha berkewajiban mengindahkan prinsip
kemanusiaan dalam melaksanakan

aporan
serta
secara

fungsi ekonominya
dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Lembaga Usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam
Peraturan Bupati.




(1) Lembaga

(2) Peran serta Lemb
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Bagnan hedun
“mbagn lnh-rnu-uunnl
Pasal 7¢

I

]ntr'rnnsmnnl
kegiatan Penye

mendapat jam;
terhad

dapat berperan  serta dalam

lengparaan l’(‘nnnp,p,ulnnwm Bencana dan

nan pelindungan dari Pemerintah Daerah
4p para pekerjanya.

aga Internasional dalam Penvelenggarann
an Bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), bertujuan mendukung penguatan upaya
pPenanggulangan Bencana, pengurangan ancaman dan
Risiko Bencana, pengurangan penderitaan  Korban

Bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan
Masyarakat.

Penanggu]ang

(3) Lembaga Internasional dalam melaksanakan kegatan

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan secara sendiri-
sendiri, bersama-sama, dan/atau bersama dengan mitra
kerja dari Indonesia dengan memperhatikan latar belakang
sosial, budaya, dan agama Masyarakat di Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Lembaga

(5)

(1)

Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pemantauan
Pasal 77

Pemantauan  penvelenggaraan penanggulangan bencana
diperlukan sebagai upava untuk memantau secara
terusmenerus terhadap pelaksanaan penyelenggaraan
penanggulangan bencana.
Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana
sebagaimana dimaksud pada avat (1), dilakukan oleh BPBD dan
dapat melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penvelenggaraan
penanggulangan bencana.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 78

Pemerintah Daerah melaksanak

seluruh tahap dalam Penyeleng
Bencana,

an pengawasan terhadap
araan - Penanggulangan

et ——————



(2)

(4)
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Pengawasan
mehiputs:

a.
b.

sebagaimana dimaksud  pada  avat (1),

sumber ancaman atau bal
kebijakan pembangun
Bencana;

¢. kegiatan eksploitasi
Bencana;

1ava Bencana,

an yang berpotens: memmbulkan
vang berpotens: menimbulkan

pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan
rekayvasa dan rancang bangun;

kegiatan konservasi lingkungan;

perencanaan penataan ruang;

pengelolaan lingkungan hidup;

kegiatan reklamasi; dan

1. pengelolaan keuangan.

Dalam  pelaksanaan pengawasan terhadap upava
pengumpulan dana penanggulangan Bencana, Pemerintah
Daerah meminta laporan tentang hasil pengumpulan
sumbangan agar dilakukan audit.

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan sesuai peraturan perundang-
undangan.

=2 i}

Pasal 79

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyvaluran
ba:rtuan dana vang dilalcukan oleh masvarakat kepada korban

bencana.
Bagian Ketiga
Evaluas:
Pasal 80
(1) Dalam rangka pencapaian standar minimum dan
peningkatan kinerja penanggulangan Bencana, dilakukan
Evaluasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
(2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan oleh unsur pengarah BPBD.
BAB XI
PELAPORAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 81
(1) Dalam rangka memverifikasi

perencanaan dan

pelaksanaan program penanggulangan  Bencana, BPBD

menyusun dan menyampaikan laporan Penvelenggaraan
Penanggulangan Bencana kepada Bupati dan  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
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9] )
(2) Penvusunan laporan penye

. lengy;
dilakukan oleh unsur peng;

raan penanggulangan bencana
wrah dan unsur peluksana BPBD.

Pasal 82
(1) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 avat (1) bencana terdin

dan:

a. laporan situasi kejadian bencana;
laporan bulanan kejadian bencana;

¢. laporan menyeluruh penyelenggaraan. penanggulangan
bencana;

d. laporan penerimaan dan penyaluran bantuan vang berasal
dari sumbangan masyarakat; dan

e. laporan pertanggungiawabal dana kontinjensi bencana, dana
siap pakai, darn dana bantuan sosial berpola hibah.

(2) Laporan situasi kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dibuat pada saat tanggap darurat dengan
memuat:

waktu dan lokasi kejadian bencana;

penyebab bencana;

cakupan wilavah dampak bencana,;

penvebab kejadian bencana;

dampak bencana;

upaya penanga.nan yang dilakukan;

bantuan yang diperlukan; dan

kendala yang dihadapi.

(3) Laporan bulana:rr kejadian bencana sebagaimana dimaksud
pada avat (1) huruf b merupakan rekapitulasi jumlah kejadian
dan dampak bencana.

(4) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dibuat setiap
bulan, dan setiap tahun yang meliputi kegiatan-kegiatan vang
dilakukan pada:

a. prabencana,;
b. saat tanggap darurat; dan
€. pascabencana.

SR N T

Bagian Kedua
Laporan Pada Tahap Prabencana
Pasal 83

Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan  penanggulangan
bencana pada saat prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
80 ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum
tentang pelaporan kegiatan dan anggaran Pemerintah Daerah.,
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Bagian Ketipa
Laporan pada Tahap Tangeap Darurat
Panal B4

(1) Pertanggungiawaban penggunaan  dana  penanpgulangan
benc:ma puda saat t:'mw{up damrat bencana schbagmimana
dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4) huruf b diperlakukan sccara
khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan
sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

(2)  Laporan pertanggungiawaban pelaksanaan penanggulangan
bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap
damrat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa
tanggap darurat.

Bagian Keempat
Laporan Pada Tahap Pasca Bencana
Pasal 85

¢ imana
Penvusunan laporan pada tahap pasca bencana sebaga

dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4) huruf c terdiri atas:
a. laporan rehabilitasi; dan
b. laporan rekonstruksi.

Pasal 86

(1) Laporan Penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 85 huruf a dilakukan oleh unsur pengarah

dan/atau unsur pelaksana BPBD.
(2) Laporan penyelenggaraarn rehabilitasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) selanjutnya digunakan untuk memuverifikasi
perencanaarn program rehabilitasi.

Pasal 87

Laporan  penyelenggaraan proses rekonstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 85 huruf b sekurang-kurangnya dilaksanakan
melalui tiga (3) jenis pelaporan, yaitu:

€. laporan awal berupa laporan rencana penyelenggaraan
rekonstruksi yang memuat hasil kajian kerusakan dan kajian
kebutuhan beserta kelengkapan lainnya;

d. laporan kemajuan  pelaksanaan penyerenggaraan  proses
rekonstruksi yang disampaikan pada pertengahan
penyelenggaraan proses rekonstruksi; dan

€. laporan akhir yarrg disampaikan pada akhir penyelenggaraan
proses rekonstruksi.



(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

BAB XI1
KERJA SAMA
Pasal 88

D
o :na;thaienyelenggaraan Penanggulangan Bencana,
Daerah dapat melakukan kerja sama
antardaerah, dengan instansi/lembaga pemerintah, badan
usaha milik negara/badan usaha milik daerah, swasta
dan lembaga kemasyarakatan serta pihak lainnya baik di
dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama dalam
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
DATA DAN INFORMASI BENCANA
Pasal 89

BPBD melaksanakan pengelolaan data dan informasi
Bencana yang dilakukan oleh Sekretariat BPBD.

Pengelolaan data Bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. pengumpulan;

b. pengolahan;

c. analisis; dan

d. penyajian dan diseminasi informasi.

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, adalah pengumpulan data statis, yang meliputi:

a. data kejadian Bencana,;

b. data Korban;

c. data kerusakan; dan

d. data taksiran kerugian.

Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, dilakukan dengan cara mengumpulkan data
kemudian disimpan dengan format worksheet atau
menggunakan aplikasi khusus data dan informasi bencana
Indonesia.

Dalam proses pengolahan data sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), dilakukan verifikasi data oleh BPBD
berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam
rangka pemutakhiran data.

Setelah proses pengolahan data, selanjutnya dilakukan
analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
yang menghasilkan:

analisis komposisi;

analisis temporal;

analisis statistik; dan

analisis spasial.

noop

o PP W

ey
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. g telah (i - )
dilakukan disemmasilalilaglsm l‘<emud1an disajikan dan
(8) II;ada ayat (2) hururq oS Sebagaimana dimaksud
enyajian data bencang ;
seb :
(7), dapat berupa: €bagaimana dimaksud pada ayat
a. tabel;
b. diagram; dan/atau
C. peta.
(9)

Dalam diseminasi informasij sebagaimana dimaksud pada
ayat (7), disajikan antara lain:

a. pola sebaran kejadian Bencana;

b. korban Bencana dan kerusakan yang ditimbulkan
akibat Bencana; atau

C. data rinci tentang kejadian Bencana.

BAB X1V
PENYELESAIAN SENGKETA DAN GUGATAN
Bagian Kesatu
Penyelesaian Sengketa
Pasal 90

Setiap sengketa yang muncul sebagai dampak penyelenggaraan
penanggulangan bencana atau penanggulangan dampak bencana
diselesaikan dengan asas musyawarah mufakat.

Pasal 91

(1) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 90 tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat
menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan atau melalui
pengadilan.

(2) upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan arbitrase atau

alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Dalam hal sengketa terjadi antar korban bencana dan perangkat
Pemerintah Daerah penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi
dengan tetap menjunjung keadilan, kemanfaatan, dan kepastian
hukum, sesuai dengan tingkatan pemerintahannya.

Pasal 93

(1) sengketa mengenai keweangan penanggulangan bencana antar

Pemerintah Daerah diselesaikan sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan.
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(1)

Bagian Kedug

Gugatan
Pasal 94
Masyarak L
masyarak:al:’ b O(TjgamSaSl Mmasyarakat, lembaga swadaya
’ adan uys .
mengajukan aha, dan pemerintah Daerah dapat

yang men ebgl*:,iatan terhf’:ldap pihak yang 1.'ne1akukan keg‘iatan

fungsi yebabkan kerugian untuk kepentingan keberlanjutan
Penanggulangan bencana.

Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada

gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan

dengan keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana dan/atau

gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.

Pasal 95

Organisasi/lembaga masyarakat sebagai bagian dari penyelenggara
penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan dan harus
memenuhi persyaratan:

a.

berbentuk organisasi /lembaga masyarakat non-profit berstatus
badan hukum dan bergerak dalam bidang penanggurangan
bencana;

mencantumkan tujuan pendiri lembaga kemasyarakatan dalam
anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan
keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana; dan

telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 96

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang
berkaitan dengan penanggulangan bencana di daerah dinyatakan
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan
peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daer
lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan D

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 97

ah ini harus ditetapkan paling
aerah ini diundangkan.
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TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA
L. UMum

Pem egirtna(:m]gi};rﬁngbma;a t?nnasuk dalam pengertian itniU r?g:lna;
Undang Dasar N » er ewajlba.n me]aksar'xakan amana it
. €gara Republik Indonesia Tahun 1945, y
melindungi S€genap  bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa
dan ikut melaksanakan  ketertiban dunia yang berdasarlfan
kemerdekaan, pPerdamaian abadi dan keadilan sosial. Wujud
implementasi amanat tersebut adalah penyelenggaraan pembangunan
yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang
senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan
bagi setiap masyarakat. Bentuk pelindungan dalam hal ini adalah salah
satunya melalui upaya Penanggulangan Bencana.
Telah diketahui, bahwa Daerah secara astronomis terletak antarrc:
5°23’12” - 5°42’1,2” Lintang Selatan dan 119°29°12” - 119° 56’ 44,9
Bujur Timur. Daerah secara geografis memiliki morfolpgl Wﬂayah yang
komplit, meliputi bagian utara terdiri dari dataran tmggl' darll bukit-
bukit yang membentang dari barat ke timur dengan ke@gglan S00
sampai dengan 1.400 meter di atas permukaan le.lut, .baglan tengah.
meliputi wilayah-wilayah dataran rendah dengan ket.lngglan 100 sa1.1'1pa1.
dengan 500 meter di atas permukaan laut dan baglan.sela-ltan mehputl.
wilayah-wilayah dataran rendah dan pesisir dengan ketinggian 0'sax?1pa1
dengan 100 meter di atas permukan laut. Daerah terletak di Ujung
Selatan Jazirah Pulau Sulawesi (Tumit dari Kaki Pulau Sulawesi) yang
berhubungan langsung dengan Laut Flores yang merupakan salah satu
jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dengan pPanjang pantai
114 kilometer yang difungsikan untuk pelayaran dari Laut Sulawesi
melintasi Selat Makasar, Laut F lores, dan Selat Lombok ke Samudera
Hindia, dan begitupun sebaliknya. Adapun kemiringan lereng di wilayah
Daerah, terdapat variasi yaitu mulai dari kategori datar (0-2%), landai
bergelombang (2- 5%), perbukitan berelief halus (5-15%), perbukitan
berelief  sedang (15-40%) dan perbukitan berelief kasar (>40%).
Demikian juga halnya dengan kondisi topografi di wilayah Daerah, relatif
bervariasi yaitu mulai dari topografi datar (flat), berombak (undulating),
bergelombang (rolling), berbukit (hilly) hingga bergunung (mountainous).
Pada bagian utara terdiri dari dataran tinggij dengan ketinggian 500
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» Maka poge
arng K
di I\'c-hn'ulmn
tnalisig pere

tadn poada wilnyah pantai di
m Kecoamatan ‘Tounoloten, tepatnyn
Adapun potenni tnunnmi, berdanarlam
dan wilnyah Provinm Sulaweni Selantan,

pPantai di Daerah, ditetapkan sebapni kinwansnn
Sunami,
lwlu'nnn di
kvl\'vrinuun,

ditsebhablcan silitnya yang terbukn,  Selain
atny, Potensi bencann iklim neperti kebolanran,
dan angin Puting beliung, dapat terjadi di - semun
kecamatng di dalam wilayah Daeranh,

. o . nn
Dengan demikion,  dalam ranpkn  pelaksannan pembangunan
melalai l’(‘nnn;',;-_uIun;-,nn Bencana di Daerah, yang, mana memerlukan

Potengg

landasan hukum baogi subjek penyelenggara penanpggulangan Bencana,

: e 1
maka ditetapkan Peraturan Dacrah tentang Penanppulangan Bencar
. . o hapan
yang i dalamnya termaktub ruang  lingkup  berupn tahag

) . rat,
penanpgpulanpgan bencanan meliputi praB3encana, sant tanppgap daru
dan pasca Bencana,

[I. PASAL DISMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Huruf a ' )
Yang dimaksud dengan “asas kemanusinan mlulnhl
pemberian pelindungan dan penpghormatan hak hak asasi
manusia,  harkat  dan martabat sctiap warpga negara dan
penduduk secara proporsional.,
Huruf b
Yang dimaksud dengan

»

asas keadilan” adalah bahwa dalam
Penyelenpgparann Penanggulanpgan Bencana harus
rnvlﬁ‘ﬂ‘rllil|lmn keadilan - secara proporsional bapgi  setiap
orang tanpa kecuali,

Huruf ¢

Yang dimaksud denpan “asas kesamaan kedudukan dalam

hukum  dan  pemerintahan”  adalah bahwa  dalam

Penyelenpparaan Penanpggulangan  Bencana tidak
membedakan latar belakang,

boleh

antara lain, apama, suku, ray,
polongan, gender, atau status sosial,

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asag keseimbangan” adalah bahwa
dalam Penyelenpparann
mencerminkan keseimbangan

lingkungan.

l’(-nnn;'_r,ulml;r,:m Bencana

kehidupan  sosinl dan




Serasi i
masyarakat, A lin
Huruf e

Yang dim
aksud 8 ,
hukum” dengan “asas ketertiban dan kepastian

adalah bah
Penan i wa dalam
ggulangan Bencana harus dapat menimbulkan

keterti
tﬂ.)an dalam masyarakat melalui jaminan adanya
kepastian hukum,

Huruf f

Penyelenggaraan

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa
Peny.elenggaraan Penanggulangan Bencana pada dasarnya
menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah

Daerah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong
royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup”

adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana harus menjaga dan memerhatikan kelestarian

lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi

yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.
Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan

teknologi” adalah bahwa dalam Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana harus memanfaatkan ilmu
pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga

mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan
bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi
bencana, maupun pada tahap pascabencana.

Pasal 3
Huruf a
Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah
bahwa Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana harus
dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan
keadaan.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa
apabila terjadi bencana, Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana harus mendapat prioritas, dan diutamakan pada
kegiatan penyelamatan jiwa manusia.
Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana didasarkan pada
koordinasi yang baik dan saling mendukung,

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan oleh




. , upaya
at dilakukan dengan tidak

Hurufe

Yang dimaksud den

p gan “prinsip transparansi” adalah bahwa

enyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan secara
terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan secara

terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan
hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip kemitraan” adalah bahwa
dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pemerintah
Daerah, masyarakat, dan segenap pemangku kepentingan

terkait harus mampu menjalin kemitraan yang baik dan saling
mendukung.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “prinsip pemberdayaan” adalah

bahwa dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam hal

meningkatkan dan memberikan pemahaman kepada
masyarakat terkait penanggulangan bencana.
Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah
bahwa dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis
kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.
Huruf i
Yang dimaksud dengan ”nonproletisi” adalah bahwa dalam
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilarang
menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan

darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan
pelayanan darurat bencana.
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
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pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas |
Pasal 20 ‘
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas




» Ime .
serta tanggapa:etapkan tindakan teknis dan menejerial,

. dan .
Pasal 26 disetujuj bersama, pengerahan potensi yang telah
Cukup jelas
Pasal 30
/ Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Hurufb
Pengerahan peralatan dalam hal ini antara lain,
peralatan transportasi, peralatan evakuasi, peralatan
kesehatan, peralatan air bersih, peralatan sanitasi,
jembatan darurat, alat berat, tenda, dan hunian
sementara.
Huruf c
Pengerahan logistik dalam hal ini antara lain, adalah
bahan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih, dan
sanitasi.
Hurufd
Cukup jelas.
Hurufe
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h

Kemudahan akses dalam penyelamatan dilakukan

melalui upaya pencarian, pertolongan, dan evakuasi
Korban Bencana.
Huruf i

Kepala BPBD sesuai




ia, peralatan, logistik, dan
a
tan. Terhadap fungsi komando ini, Kepala

Sual dengan kewenangannya, dapat menunjuk
Pejabat sebagai Komandan.

BPBD se
seor
Ayat (2) e
C .
Pasal 36 U jela
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas




pPasal 57
Cukup je]as
Pasal 58
CUkUp'
Jela
Pasal 59 S

Cukup jelas
Pasal 60

Cukup jelas
Pasal 61

Cukup jelas
Pasal 62

Cukup jelas
Pasal 63

Cukup jelas
Pasal 64

Cukup jelas
Pasal 65

Cukup jelas
Pasal 66

Cukup jelas
Pasal 67

Cukup jelas
Pasal 68

Cukup jelas
Pasal 69

Cukup jelas
Pasal 70

Cukup jelas
Pasal 71

Cukup jelas
Pasal 72

Cukup jelas
Pasal 73

Cukup jelas
Pasal 74

Cukup jelas
Pasal 75

Cukup jelas
Pasal 76

Cukup jelas
Pasal 77

Cukup jelas
Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Ayat (1)
Pasal 80

Cukup jelas

=31 -~
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Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Dalam proses peéngumpulan data Bencana terdapat dua jenis
data, yaitu data dinamis dan data statis. Data dinamis
adalah data tentang kejadian bencana yang bersifat
Seémentara. Artinya, data tersebut masih mengalami
perubahan sesuai dengan laporan perkembangan selama
masa tanggap darurat. Pengumpulan data dinamis dilakukan
oleh antara lain posko tanggap darurat. Sedangkan data
statis adalah data kejadian Bencana yang bersifat tetap atau
tidak mengalami perubahan, yang pengumpulannya

dilakukan oleh Sekretariat BPBD.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)

1. Analisis komposisi adalah analisis yang membandingkan
nilai kejadian atau lokasi Bencana dengan dampak yang
dipilih. Analisg komposisi berguna untuk menunjukkan

topologi bencana, dampak pada manusia (
kesiapsiagaan), dampak pada Perumahan
pembangunan), dampak pada perekonomj
dampak pada infrastruktur.

2. Analisis temporal adalah analisig yan

(strategi
an  dan
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3. Analijsj .
bentuks :tt:.ttllzt;kk ad:;ah. anah'sis' yang ditampilkan dalam
menunjukkan k ah§a statistik bel."guna untuk
Bencana eterkaitan antar variabel dampak
4. Analis; serta hubungan sebab-akibat.

- Analisis spasial adalah analisis yang ditampilkan dalam
bentuk pemetaan. Analisa spasial berguna  untuk
menunjukkan sebaran kejadian maupun dampak
Bencana. Analisis ini dapat dilakukan dengan

menggunakan aplikasi data dan informasi Bencana
Indonesia.

Ayat (7)

Cukup jelas
Ayat (8)

Cukup jelas
Ayat (9)

Diseminasi informasi dapat dilakukan secara online melalui
website.

Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
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